https://review-unes.com/, Vol. 6, No. 4, Juni 2024

E-ISSN: 2622-7045 | P-ISSN: 2654-3605

UNES LAW REVIEW

https://review-unes.com uneslawreview @gmail.com @ +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4
Received: 12 Juli 2024, Revised: 1 Agustus 2024, Publish: 21 Agustus 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Perlindungan Hukum dalam Equity Crowdfunding: Analisis
Terhadap Peran Penerbit, Pemodal, Penyelenggara

Husnul Khatimah®
! Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Indonesia
Email: husnul.khatimahO03@gmail.com

Corresponding Author: husnul.khatimah003@gmail.com*

Abstract: Crowdfunding services through stock offerings are one of the investment options in
the community where this implementation helps companies that need capital to obtain capital
for the development of the company and have more funds for the utilization of company
productivity through an intermediary called the implementation of crowdfunding services.
Risks in every business implementation must be a concern and issues regarding protection
for related parties are an important factor in supporting business continuity for trust. To
maintain public trust, the protection of consumers in the financial services sector is
regulated, which regulates the protection of investor funds, the organizer who manages
investor funds and distributes them to issuers has an important role in equity crowdfunding
so that the responsibilities are also heavy, this is regulated in OJK regulations.
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Abstrak: Layanan urun dana melalui penawaran saham menjadi salah satu pilihan investasi
dimasyarakat dimana dengan adanya pelaksanaan ini membantu perusahaan yang
membutuhkan modal bisa mendapatkan modal untuk perkembangan perusahaan dan memiliki
dana lebih untuk pemanfaatan produktifitas perusahaan melaui perantara yang dinamakan
penyelenggaraan layanan urun dana. Resiko dalam setiap pelaksanaan bisnis pasti mejadi
perhatian dan permasalahan mengenai perlindungan bagi para pihak terkait menjadi faktor
penting dalam menunjang keberlangsungan bisnis untuk kepercayaan. Untuk menjaga
kepercayaan masyarakat maka diaturlah perlindungan terhadap konsumen sektor jasa
keuangan yang mengatur mengenai perlindungan dana pemodal, penyelenggara yang menjadi
pengelola dana pemodal dan menyalurkan kepada penerbit mempunyai peran penting dalam
equity crowdfunding sehingga tanggung jawab yang ada padanya juga berat, hal ini diatur
dalam peraturan OJK.

Kata Kunci: Equity crowdfunding, Perlindungan Hukum, OJK
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PENDAHULUAN

Dunia bisnis yang semakin berkembang dengan hadirnya tekhnologi informasi salah
satunya bergerak didunia financial. Kebutuhan masyarakat yang seemakin luas dengan
menginginkan kemudahan dalam transaksi, maka hadirlah jasa keuangan dengan
penggunaaan tekhnologi atau lebih dikenal dengan Tekhnologi Finansial (Financial
Technology/Fintech). Tekhnologi finansial adalah penggunaan tekhnologi dalam sistem
keuangan yang mengahasilakan produk, layanan, tekhnologi dan moedel bisnis baru.
Finteech meerupakan peerusahaan yang meenggabungkan jasa keeuangan deengan
tekhnologi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk keuangan.

Tahun 2018 nilai transaksi teknologi finansial mencapai US$22,34 juta atau sekitar Rp.
234 Miliar. Adapun, pertumbuhan nilai transaksi diproyeksikan tumbuh 16,13% per tahun.
Sebagai informasi, pangsa pasar teknologi finansial terbesar bergerak di sector pembayaran
mencapai 38% dan pinjaman sebesar 31%.

Menurut Bank Indonesia (Bl) salah satu fintech yang sedang berkembang adalah
crowdfunding, yang merupakan inovasi baru dalam dunia keuangan. Crowdfunding
merupakan intermeditasi keuagan berbasis internet yang dilakukan dengan sistem layanan
urun dana dari masyarakat umum. Salah satu fintech crowdfunding yang tengah berkembang
adalah equity crowdfunding. Perusahaan fintech equity crowdfunding menawarkan aplikasi
yang meempertemukan pemoedal dengan start up atau pemilih saham yang membutuhkan
suntikan dana melalui peenyelenggara melalui sistem elektroenik yang bersifat teerbuka.
Pemodal tidak harus bertemu langsung atau ikut serta dalam menjalankan perusahaan dan
penerbit akan mendapatkan timbal balik berupa deviden dari penerbit melalui penyelenggara

Masyarakat yang menyalurkan dananya dalam equity crowdfunding yang selanjutnya
disebut pemodal tentunya ingin dana yang disalurkan menjadi produktif dengan keuntungan
namun tetap dengan adanya keamanan untuk melindungi dananya. Perlindungan dana kepada
para pihak perlu diperhatikan mengingat setiap pihak memiliki risiko masing-masing dan
untuk kepercayaan masyarakat agar tidak hilang, peranan hukum lah yang memberikan
proteksi keepada para pihak dan kepastian hukum dalam pelaksanaan equity croewdfunding.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan untuk mengawas dan mengatur lalu lintas
jasa keuangan meelalui peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun
dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity crowdfunding) untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap layanan urun dana.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka penulis mengangkat judul
Perlindungan Hukum dalam Equity Crowdfunding: Analisis Terhadap Peran Penerbit,
Pemodal, Penyelenggara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode secara normatif dengan memfokuskan terhadap
kaidah dan norma yang berlaku dengan tema penelitian berupa asas-asas dan sisteematik
hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan dan konseptual yang meninjau semua permasalahan berdaarkan konsep hukum
dalam teori atau doktrin. Data yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan bahan primer
dan sekunder yang terdiri dari undang-undang terkait, buku yang relevan jurnal, media
informasi melalui internet dan sumber lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan
tekhnik studi kepustakaan dari bahan primer dan sekunder dan dilakukan dengan
pendeskripsian data dan bahan hukum. Melihat sifat penelitian ini menggunakan pendekatan
doktrinal dengan studi dokumen maka sifat analisisnya adah deskriptif dengan model narasi
isi (content analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Financial Technology berbasis Equity crowdfunding
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Berkembangnya jasa keuangan pembiayaan dan investasi dengan kecanggihan
tekhnologi, salah satu yang dipaling diminati masyarakat adalah Financial Technology
(fintech). Menurut Bank Indoenesia, Financial Technology (fintech) adalah tekhnologi dalam
sistem keuangan yang memberikan layanan tekhnologi dan menghasilkan produk, atau model
bisnis baru yang memberikan pengaruh pada kestabilan moeneter, keuangan dan efisiensi,
kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran. Fintech merupakan perusahaan yang
bergerak dibidang jasa keuangan dengan sistem tekhnologi yang membantu pengguna
tekhnologi untuk mengubah, mempertajam, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan
keuangan.

Equity crowdfunding merupakan berinvestasi dalam peluang dengan imbalan ekuitas.
Uang ditukar dengan saham, atau saham kecil dalam proyek, bisnis, atau usaha. Urun dana
berbasis equity crowdfunding bertujuan untuk mengakomodasi keinginan investor atau
pemodal yang menanamkan uang atau modal dalam suatu usaha yang dapat diapresiasi
dengan kepemilikan saham.

Calon investor atau pemodal akan melihat rencana bisnis melalui portal akses online
yang disediakan oleh penyelenggara, jika ada kesesuiaan maka calon investor akan mengisi
formulir sebagai tanda ketertarikan dan partisipasi bisnis.

Penawaran Saham Dalam Equality Crowdfunding

PENYELENGGARA

PENERBIT PEMODAL

Skema diatas menggambarkan secara sederhana kegiatan dalam equality crowdfunding
yakni:

1. Penerbit sebagai individu yang mencari dana dengan melakukan penawaran saham
kepada penyelenggara.

2. Penyelenggara sebagai perantara atau penyelenggara yang menyeediakan infrastruktur
yang melakukan penawaran saham kepada masyarakat sebagai calon pemodal melalui
meedia elektronik, setelah modal terkumpul akan diserahkan ke penerbit. Jadi
penyelenggara memiliki peranan media antara penerbit dan pemoedal.

3. Pemodal memiliki peran untuk berinvestasi dengan membeli saham atau ekuitas milik
penerbit melalui penawaran dari penyelenggara.

Untuk berjalan lancarnya sebuah investasi maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi
para pihak, yakni konsumen untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum anatara penerbit,
penyelenggara, dan investor. Demikian pula dengan adanya aturan yang jelas dapat
memudahkan bagi penerbit, penyelenggara, dan investor untuk mengtahui hak dan kewajiban
masing-masing pihak. Pemerintah memiliki peran untuk mengawasi, mengatur dan
mengontrol untuk terciptanya sistem yang baik sehingga dapat berjalan dengan kondusif.

Otoritas jasa keuangan (OJK) melalui peraturan Nomor 37 tahun 2018 tentang
Layanan Urun Dana berbasis Tekhnologi memberikan dasar hukum untuk melakukan
transaksi jasa keuangan dengan sistem investasi media elektronik (equity crowdfunding).

Regulasi dalam investasi menjadi dasar serta perlindungan hukum untuk berjalannya
sebuah bisnis yang aman, kemudahan layanan transaksi dengan adanya tekhnologi elektronik
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seperti investasi melalui equality crowdfunding tidak dapat dipungkiri akan ada risiko
dikarenakan investasi yang sifatnya tidak tetap maka dalam perjalanannya investasi bisa saja
untung namun juga ada risiko yang harus dihadapi dikarenakan banyak fakor.

Perlindungan Investasi Pemodal, Penerbit, dan Penyelenggara dalam Corwnfunding

Kemudahan transaksi dalam dunia tekhnologi elektronik memberikan inovasi baru
dalam dunia bisnis tak terkecuali dalam investasi namun dalam prosesnya tidak menutup
kemungkinan akan ada risiko yang dialami, terdapat beberapa kemungkinan akan adanya
kendala yang dialami, para investor harus memahami apa saja risiko-risiko dalam investasi
saham, yakni:

a. Risiko Investasi

Menurut Zubir adapun beberapa penyebab faktor risiko dalam investasi = memuat

adanya resiko perubahan bunga, flutuasi transaksi pasar, menurunnya daya beli

masyarakat, persaingan usaha yang tidak sehat dan ketat, perubahan ilai mata uang,
sulitnya transasksi jual beli sahan di pasar modal, dan kondisi lintas negara baik
keamanan, politik dan stabilitas perekonomian.

b. Profitabilitas

Yakni, Kkinerja manajemen dengan meningkatnya keuntungan bertujuan untuk

menunjukan tingkat kembalinya modal yang disediakan oleh perusahaan dan

keuntungan yang akan diterima pemilik saham.?

c. Inflasi
Tingkat inflasi menunjukan kenaikan harga barang, ini perlu diketahui oleh investor
untuk mempertimbangan jenis efek apa yang akan dibeli.

d. Risiko kelangkaan deviden

Risiko ini dapat disebabkan oleh faktor turunnya kinerja usaha emiten yang disebabkan

beberapa faktor, ini dapat menyebakan perusahaan sulit mecapai target keuntungan

bahkan dapat menglami kerugian sehingga pembagian deviden kepada investor
dibawah proyeksi awal.
e. Risiko tanpa jaminan

Risiko investasi dalam bentuk saham, efek atau reksadana tidak ada jaminan dari

lembaga pinjaman simpanan (LPS) seperti deposito. Investor dapat kehilangn modal

apabila terjadi kegagalan dalam inestasi yang disebabkan gagalnya perusahaan atau
kegagalan manajemen, krisis market, atau resesi keuangan.
Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, risiko yang dialami dalam penggunaa
media tekhnologi elektronik, yakni:*

a. Potensi kehilangan atau penuruna kemampuan finansia yang dapat diakibatkan
penipuan, force majeur dan penyalahgunaan.

b. Isu penyalahgunaan data baik disengaja maupun tidak disengaja (serangan hacker atau
malware).

Adapun pihak terkait dalam pelaksanaan equality crowdfunding ini adalah penerbit
sebagai pemilik saham, penyelenggara sebagai yang menawarkan saham, dan pemodal
sebagai investor, para pihak terkait tentunya memiliki risiko-risiko dalam peranannya
sehingga dibutuhkan aturan untuk melakukan perlindungan hukum.

Dari sisi penerbit, beberapa perlindungan hukum dilakukan dengan digambarkan

1

! Zalmi Zubir. 2011. Manajemen Portofolio: Penerapannya Dalam Investasi Saham.Jakarta Salemba
Empat.

% Nor Isnaini, Nunung Ghoniyah, Analisi Risiko Investasi Saham Pada Perusahaan Yang Go Publik di
Jakarta Islamic Index (JI1), vol 28. No 2 Juli 2013. H. 5.

® https://telegra.ph/4-Risiko-Investasi-ECF-11-06, diakses 25 Oktober 2023.

* Miswan Ansori, “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (fintech) terhadap Industri
Keuangan Syariah di Jawa Tengah. V ol. 5No. 1 Apri 12019 . H. 39
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dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.4/2018 Tentang Layanan Urun
dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity crowdfunding) mulai
dari perjanjian yang dibuat antara penerbit dengan penyelenggara dengan menggunakan akta,
baik dibuat di notaris atau lewat dokumen elektronik, dengan adanya akta ini dapat
memberikan perlindungan hukum dengan kepastian jaminan bahwa perikatan yang dibuat
merupakan sah dan bersumber pada hukum dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang
harus dilaksanakan sesuai yang disepakati. Apabila perjanjian tersebut dilanggar oleh salah
satu pihak maka pelanggar dapat dikenai sanksi/ganti rugi sesuai kesepakatan dalam akta
perjanjian dan memuat mekanisme penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari terdapat
sengketa dalam pelaksanaannya.’

Penerbit untuk ikut serta dalam layanan urun dana dalam Pasal 35 POJK No0.35/2018
ini diharuskan menyerahkan beberapa informasi yakni data rencana bisnis penerbit, sejarah
pendirian usaha, mekanisme saham, laporan keuangan dalam pemakaian dana. Adanya
rencana bisnis yang menjadi keharusan dalam layanan urun dana dapat menjadi risiko untuk
penerbit dikarenakan perbit yang selaku pengusaha yang memiliki gagasan atau ide yang
seharusnya menjadi rahasia dagang diwajibkan membagikan data secara lengkap dapat dibaca
secara keseluruhan dalam web penyelenggara. Pemodal selaku orang yang memiliki uang
atau modal dapat mencuri ide dari penerbit karena terbukanya informasi penawaran saham
yang ditawarkan penyelenggara atau penyelenggara, ini dapat berakaitan dengan pencurian
hak kekayaan intelektul. Adapun sanksi yang diatur dalam POJK No0.35/2018 untuk pasal 35
ini berupa sanksi administratir berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan, pembekuan, pencabutan kegiatan usaha;

d. Pembatalan persetujuan; dan/atau

e. Pembatalan pendaftaran.

Walaupun dalam pasal 53 penyelenggara atau penyelenggara diwajibkan untuk
melindungi kerahasiaan dan keamanan data namun Pasal 54 menyatakan bahwa
penyelenggara wajib menyediakan informasi terkini mengenai layanan urun dana dengan
akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan melalui situs web penyelenggara yang mana
mengenai rahasia dagang berupa ide tetap dapat dilihat oleh para calon investor.

Mengenai sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif yang diberikan oleh
OJK atas adanya pelanggaran perjanjian. Dalam peraturan OJK tidak mengatur adanya sanksi
pidana khususnya atas pencurian kekayaan intelektual berupa ide dalam pelayanan urunan
dana ini. Penerbit sebagai konsumen memiliki hak atas perlindungan ide dan rahasia dagang
perusahaan yang diterbitkan di situs penyelenggara atau penyelenggara. Asas dan tujuan
adanya perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan,
kepastian, dan keselamatan konsumen. Penerbit dengan menawarkan sahamnya yang
memiliki tujuan untuk pertumbuhan usahanya jusrtru memiliki kekhawatiran risiko pencurian
atas gagasan dan ide rahasia dagang perusahaan.

Dari sisi pemodal, mengenai dana yang disalurkan dalam kegiatan equity
crowdfunding juga memiliki resiko, dengan adanya transaksi yang dilakukan melalui pasar
modal tentunya tidak selalu sesuai perencanaan dengan selalu mendapatkan keuntungan,
beberapa kemungkinan adanya resiko investasi seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Perlindungan dalam terhadap pengguna untuk pemodal diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan, dalam ketentuan ini pemodal dianggap sebagai konsumen yang menyerahkan
dana dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia, meskipun dalam POJK

® Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.4/2018 Tentang Layanan Urun dana
Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity crowdfunding).
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Nomor/POJK.07/2013 mendefinisikan konsumen sebagai nasabah perbankan, pemodal pasar
modal, pemegang polis dan asuransi dan peserta dana pensiun.

Adapun perlindungan hukum yang dilakukan OJK ini merupakan upaya preventif dan
proteksi mengenai dana pemodal agar terhindar dari tindakan curang maupun hal-hal yang
merugikan pemodal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.4/2018 Tentang
Layanan Urun dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity
crowdfunding) menyebutkan penyelenggara wajib memuat risiko yang akan dihadapi oleh
pengguna, diantara beberapanya sama seperti yang dijelaskan diatas seperti risiko likuiditas,
investasi, usaha, ditambah dengan adanya risiko kelangkaan pembagian dividen yang terjadi
apabila kinerja bisnis dari perushaan menurun dan tidak berjalan dengan baik, risiko dilusi
saham yakni penurunan presentase kepemilikan saham yang dikarenakan walaupun ada
penambahan modal namun pemegang saham terdahulu tidak mau berpartisipasi, dan
kegagalan sistem elektronik. Risiko yang berkaitan dengan kegagalan sistem ekonomi dapat
berupa:

a. Penyelenggara mengalami error pada saat pengguna mengaplikasikan software yang
disebabkan kurannya manajemen perusahaan;

b. Apabila manajemen software tidak terkelola dengan baik, maka transaksi tidak akan
berjalan;

c. Hilangnya database konsumen ;

d. Adanya bank-bank yang tidak dapat diakses dikarenakan sistem keamnan yang terus
melakukan pembaharuas sistem dan perusahaan fintech harus menyesuaikan.

Otoritas jasa keuangan telah memberikan ketentuan akan isi perjanjian dalam
pelaksanaan layanan urun dana antara penyelenggara dan penerbit, namun belum adanya
standar baku perjanjian dalam penyelenggaraan equity crowdfunding di Indonesia, bahkan
bentuk perjanjiannya dapat berupa akta otentik. Ketidak bakuan nya perjanjian tersebut maka
menjadikan isi perjanjian antara satu dengan yang lain berbeda dengan minimal memuat
sebagaimana dalam pasal 44. Isi muatan dalam perjanjian antara penerbit dan penylenggara
akan berdampak pada pemodal sebagai pihak yang terkait dalam perjanjian, walaupun
pemodal tidak terlibat secara langsung antara penyelenggara dan penerbit namun pemodal lah
yang akan terdapak dari isi perjanjian.

Perjanjian antara penyelenggara dan pemodal menurut pasal 45 berbentuk perjanjian
baku yang memberikan dampak bahwa pemodal tidak memiliki kesepatan untuk melakukan
negoisasi hukum hanya memiliki opsi untuk menerima atau tidak isi perjanjian.  Jika
pemodal dianggap untuk menerima adanya perjanjian baku yang disediakan oleh
penyelenggara, pemodal hanya perlu melakukan klik setuju pada web atau patform elektronik
yang disediakan. Walaupun begitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.4/2018
Tentang Layanan Urun dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity
crowdfunding) mengantisipasi perjanjian baku yang melanggar undang-undang dengan
ketentuan:

a. Pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
b. Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang
dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pemanfaatan Layanan Urun

Dana oleh Pengguna.

Sebagai pencegahan pemodal perlu memahami hak yang dimiliki, mengingat pemodal
adalah pemegang saham perseroan terbatas, maka memiliki hak untuk hadir dan berusara
dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) serta mendapatkan dividen dan sisa kekayaan
likuidasi perusahaan, namun terdapat perbedaan hak pemegang saham dalam equity
crowdfunding dengan pemegang saham yang tercatat di bursa efek. Perdagangan equity
crowdfunding tidak masuk dalam perdagangan bursa efek dikarenakan equity crowdfunding
memiliki pasar perdana dan pasar sekunder yang terpisah dari bursa efek.
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Berdasarkan pasal 32 POJK tentang equity crowdfunding penyelenggara dapat
menyediakan sistem bagi pemodal untuk memperdagangkan saham penerbit yang telah di
jual melalui penyelenggara equity crowdfundin, sehingga pemodal sebagai salah satu
pemegang saham tidak dapat menjual sewaktu-waktu seperti halnya pemegang saham
perseroan yang di bursa efek. Tentu berdasarkan hal ini, risiko likuiditas atas saham yang
dimiliki merupakan hal yang harus dipahami oleh pemodal. Pemodal dalam equity
crowdfunding sangat kecil sekali memiliki peluang untuk mendapatkan capital gain seperti
halnya pemegang saham perseroan yang listed di bursa. Perlindungan atas harga saham pada
perusahaan penerbit juga belum mendapatkan pengaturan sebagaimana pengaturan dalam
perdagangan di bursa efek.

Adanya mitigasi risiko merupakan hal yang wajib disediakan oleh penyelenggara atau
penyelenggara namun dalam pelaksanaannya adanya mitigasi risiko kurang dijelaskan dalam
kergiatan equity crowdfunding. Potensi-potensi yang terjadi dalam kegiatan tersebut dapat
menyebabkan pemodal kehilangan modalnya, saham tidak likuid, gagalnya perasional
penyelenggara dan tidak sesuai nya bisnis yang tidak sesuai dengan rencana awal dapat
menimbuékan terhambatnya upaya untuk memberikan perlindungan hukum khususnya
pemodal.

Dari penyelenggara atau penyelenggara, sebagai lembaga penyedia jasa layanan
urun dana (equity crowdfunding), penyelenggara atau penyelenggara memiliki tanggung
jawab untuk kerugian pengguna yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi,
pegawai, dan pihak yang bekerja untuk penyelenggara, maka dengan demikian penyelenggara
memiliki tanggung jawab yang yang lebih besar karena bertanggung jawab terhadap pemodal
dan penerbit sebagai pengguna dari layanan urun dana, namun ini dibatasi kesalahan yang
diakibatkan atas internal manajerial penyelenggara bukan yang diakibat atas pelanggaran atau
tindak pidana sehingga mengharuskan penyelenggra atau penyelenggara bertanggung jawab
akan kerugian tersebut. Sehingga apabila adanya perbuatan pidana atau pelanggaran maka
penyelenggara tidak memiliki tanggung gugat.

Berkaca dari Pasal 1365 KUH Perdata yang memuat aturan barang siapa yang
melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian maka yang melakukan
pelanggaran yang wajib mengganti kerugian tersebut sedangkan pasal 60 POJK 37/2018
menyatakan yang wajib bertanggng jawab adalah penyelenggara aatas kerugian yang
ditimbulkan dari internal manajerial baik itu kelalaian yang dilakukan direksi, pegawai, dan
orang yang bekerja untuk penyelenggara.

Adapun menurut POJK 37/2018 penyelenggara dilarangan melakukan kegiatan seperti:

a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara sebagaimana diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

b. Memiliki hubungan afiliasi dengan Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana;

c. Memberikan bantuan keuangan kepada Pemodal untuk berinvestasi pada saham

Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana;

d. Memberikan nasihat investasi dan/atau rekomendasi kepada Pemodal dan/atau calon

Pemodal untuk berinvestasi pada Penerbit;

e. Memberikan hadiah atau kompensasi kepada pihak yang memberikan informasi
mengenai Pemodal potensial,

f. Menerima dan/atau menyimpan dana Pemodal;

g. Memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap Pengguna;

h. Mempublikasikan informasi yang tidak benar terkait Layanan Urun Dana yang
diselenggarakan;

i. Melakukan penawaran Layanan Urun Dana kepada Pengguna dan/atau masyarakat
melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan

® https://investree.id/sbn/ori, diakses tanggal 2 Februari 2024.
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j. Mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.
Dalam POJK 37/2018 tidak mengatur apabila larangan tersebut tidak diindahkan baik
itu secara sanksi administrasi maupun pidana, sehingga menjadi celah untuk penyelenggara
dapat melakukan hal tersebut.

KESIMPULAN

Peraturan OJK hanya memuat ketentuan terhadap kewajiban dan hak penerbit,
pemodal, serta penyelenggara. Pelanggaran atas perjanjian dalam pelaksanaan equity
croewdfunding hanya berupa sanksi administrasi dan tidak secara tegas mengatur sanksi
pidana atas tindakan melawan hukum para pihak. Dalam pelaksanaan layanan urun dana
berbasis saham ini memuat resiko yang mungkin saja dapat dialami oleh para pihak baik itu
mengenai rahasia dagang penerbit, dana yang akan dijadikan investasi olenh pemodal serta
pelaksanaan yang tidak seesuai SOP dari penyelenggara, sehingga perlu peranan tegas
melalui peraturan-peraturan dan pengawasan dari OJK.
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